Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Dugaan Korupsi Dana Desa di
Bone, Kepala Desa dan Aparat Desa Terseret Kasus Mark-Up Proyek

Sumber gambar:
https://kabarta.id/2024/10/17/kejari-bone-tahan-mantan-kades-bone-dugaan-korupsi-409-
juta

Ketua DPP Lembaga Lsp3m Gempar, Drs.M. Saleh Situju, SH, MH, menyuarakan
keprihatinannya terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa
sappewali, Kecamatan ulaweng, Kabupaten Bone. Kasus ini menyeret sejumlah pihak,
termasuk Bendahara Desa, TPK desa, Kepala Desa (A.Taslim,S,IP), yang diduga telah
melakukan penyelewengan anggaran Dana Desa Tahun 2022 — 2023.

Menurut Drs.M.Saleh Situju, indikasi tindak pidana korupsi dalam Anggaran dana
desa di tahun 2022 dan 2023.Tidak transparan tidak tertera di papan Apbdesa dan proyek-
proyek apa yang telah dikerjakan dan dana Desa yang telah digunakannya Kepala Desa
(A.Taslim)dengan dugaan mark-up anggaran. la mengungkapkan bahwa pada tahun 2022-

2023, Kepala Desa hanya pekerjaan anggaran dana desa telah digunakannya tanpa alasan yang
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jelas. “Inspektorat Bone harus segera mengaudit ulang anggaran tahun 2022-2023. Temuan ini

mengindikasikan potensi kerugian negara yang tidak bisa dianggap enteng,” tegas Saleh.

Saleh juga mendesak aparat penegak hukum, seperti, Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ombustman Sulawesi Selatan, KPK Ri. untuk
segera bertindak guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di

Desa Sappewali.

Sementara dalam sumber yang berbeda, disebutkan juga, Aparat Penegak Hukum
(APH) mulai melakukan operasi besar-besaran dalam rangka mengungkap berbagai kasus

praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum kepala desa.

Dalam kurun waktu, beberapa tahun terakhir. Silih berganti, Kejaksaan Negeri Bone
dan Kepolisian Resort Bone menangkap dan memenjarakan para oknum kades yang terbukti
melakukan tindak pidana korupsi. Tercatat 11 kepala desa (Kades) telah ditangkap dan divonis

akibat tersandung kasus korupsi dana desa.
Sumber Berita:

1. https://trenstv45.com/2024/12/03/dugaan-korupsi-dana-desa-di-bone-kepala-desa-
dan-aparat-desa-terseret-kasus-mark-up-proyek/, 3 Desember 2024.

2. https://newsurban.id/2022/12/20/tercatat-11-kades-di-bone-ditahan-akibat-
tersandung-kasus-korupsi-dana-desa/, 20 Desember 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit kategori I dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor 003/PUU-1V/2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang
berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa
keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. PUTUSAN Nomor 25/PUU-XV/2016 menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2
ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
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6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1)
yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori
IIT dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau b. memberi sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2)
yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau
huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori Il dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka
22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
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